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Tidak terasa telah dijelang penghujung tahun 2006 dan menuju tahun 2007.
Dalam persepektif kepentingaan tahun depan, maka penting dievaluasi peran dan
kinerja semua pihak (stake holders) dalam kegiatan pembangunan selama ini, sehingga
akan diperoleh gembaran atas dasar apa dan kearah mana seharusnya peran yang
akan laksanakan mereka agar tercapai tujuan dan kepentingan masing-masing pihak,
namun tetap dalam koridor kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi
masyatrakat Sul-Sel..
Pertama, dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah. Dalam kurun
waktu terakhir ini, telah berkembang suatu fenomena menarik yang sempat
memenuhi berita media massa yang mengkritisi tentang anggapan bahwa semakin
tidak fokusnya arah dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diperankan pemerintah
daerah, akibat didahulukannya berbagai kepentingan lain yang tidak relevan dengan
kebijakan pembangunan ekonomi daerah ini. Memang mungkin tidak dapat
dipungkiri akan hal tersebut, namun tentunya sebaiknya kita perlu melihatnya dalam
perspektif kepentingan positif membangun daerah saja. Yang jelas bahwa terlepas
dari persoalan tersebut, sesuai data yang ada, tampak bahwa sebenarnya kondisi
perkembangan ekonomi daerah ini cukup baik, atau tidak terlalu mengkhawatirkan.
Misal dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam nilai riel telah mencapai 9,7%
pada periode triwulan II/2006, dimana pada tahun 2005 hanya sebesar 6,05%,
sedangkang secara nasional pertumbuhan ekonomi justru hanya rata-rata di bawah
5%. Kemudian, dari sisi kegiatan investasi, memang jika yang ditelaah adalah
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2investasi bisnis formal, berupa PMA dan PMDN jumlahnya secara parsial memang
semakin kecil dalam nilainya, tetapi dalam jumlah proyeknya mengalami
peningkatan, masing-masing dari 2 proyek PMDN tahun 2005 menjadi 4 pada
triwulan II/2006, kemudian untuk PMA dari 1 proyek menjadi 3 dalam periode yang
sama.
Namun yang menarik adalah investasi yang dilakukan masyarakat dalam 9
sektor ekonomi, justru menunjukkan peningkatan kegiatan signifikan, dengan
pertumbuhan rata-rata 9,58% terutama pada kegiatan di sektor Jasa, keuangan dan
perbankan, kemudian Komunikasi dan perdagangan, selanjutnya sektor Bangunan,
serta sektor Hotel dan restoran. Demikian pula dari sisi kegiatan konsumsi bahwa
rupanya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada, selanjutnya telah
berdampak pada meningkatnya pola konsumsi masyarakat, khusus dalam kota
Makassar mempunyai nilai indeks ekpektasi konsumsi terbesar secara nasional,
mencapai nilai lebih 100%.
Sehingga dapat dikatakan bahwa tampaknya, sumber pertumbuhan ekonomi
daerah ini adalah bersumber dari investasi masyarakat tersebut serta kegiatan
konsumsi masyarakat. Yang mungkin memang mengkhawatirkan adalah masalah
kesempatan kerja, karena posisi pengangguran selama periode 2005 dan periode
kuartal II/2006 ini menunjukkan pertambahan, karena adanya pengurangan
penyerapan tenaga kerja pada 9 sektor ekonomi yang cukup siginfikan, yakni rata-rata
6,5%, terutama di sektor pertanian, padahal sektor ini sebagai sumber penyerap
tenaga kerja terbanyak selama ini. Namun harus diakui bahwa meskipun demikian
telah terjadi penyerapan tenaga kerja yang meningkat dan cukup stabil di sektor Jasa
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, kemudian di sektor Bangunan dan sektor
Jasa-jasa lainnya.
Kedua, dari sisi dunia usaha dan masyarakat. Peran para pengusaha lokal dan
masyarakat khususnya dalam pembangunan ekonomi, jelas sangat signifikan, seperti
tampak dari berbagai kegiatan produktuif yang mereka lakukan, seperti tercermin
dari besarnya jumlah dan nilai perkembangan investasi masyarakat yang dijelaskan
sebelumnya. Peranan mereka ini dapat dikatakan justru sangat menentukan jika
dibandingkan dengan peran langsung pemerintah jika diukur dari jumlah anggaran
pembangunan yang dikeluarkan pemerintah, baik untuk kepentingan pembiayaan
administrasi, apalagi infrastruktur yang jumlahnya tidak mencapai  Rp. ¾ triliun.
3Sebab kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat sendiri telah
mencapai Rp. 9 triliun lebih.
Hal ini mengindikasikan bahwa memang sudah saatnya pemerintah daerah
dalam melaksanakan kebijakan ekonominya ke depan, tidak boleh memandang
sebelah mata kelompok stake holders pengusaha dan masyarakat. Artinya, mereka
perlu dipandang sebagai subyek pembangunan. Artinya, pemerintah daerah harus
sadar bahwa pengusaha dan masyarakat harus dianggap sebagai owners
pembangunan, jadi bukan saja sebagai pelanggan (customers) apalagi sebagai obyek
pembangunan, karena sharenya atau perannya yang utama sebagai pembayar pajak
atau retribusi atau peran lainnya.
Sehingga mereka perlu disertakan dalam proses pembangunan ekonomi, jika
bisa mulai semenjak penyusunan perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya,
sekurang-kurangnya melalui komunikasi aktif tentang arah, strategi dan isntumen
yang akan digunakan dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi pemerintah,
dimana hal tersebut harus mempunyai hubungan dengan rencana atau bisnis plan para
pengusaha atau masyarakat umumnya.
Ketiga, dalam kaitannya dengan peran sektor keuangan, khususnya perbankan.
Dari data yang ada, terlihat bahwa peranan sektor perbankan dalam pembangunan
ekonomi di Sulawesi Selatan sudah sangat besar dan menentukan. Terlihat dari
kemampuannya dalam menyerap sumber daya potensi keuangan masyarakat dan
kemampuannya mendistribusikannya kembali untuk membiayai berbagai kebutuhan-
kebutuhan keuangan dunia usaha dan masyarakat. Misalnya pada periode April 2006,
dana yang mampu diserap perbankan di daerah ini mencapai Rp 17,5 tiriun lebih
dengan dana yang disalurkan dalam betuk kredit sejumlah Rp. 19 triliun, atau dengan
nilai Loan To Deposit Ratio (LDR) 107,8%. Suatu nilai yang sudah melampaui kapasitas
keuangan masyarakat yang diserap perbankan di Sulawesi Selatan. Ini jelas jauh dari
nilai LDR nasional yang hanya sekitar 60% saja.
Tampaknya gejala ini terlihat terutama selama dua tahun terakhir, yang berarti
menunjukkan bahwa telah terjadinya arus masuk uang atau dana dari luar (Fund
inflow) ke perekonomian Sul-Sel, yang cukup berarti, yakni mencapai Rp. 1,1 triliun
pada tahun 2005, dan meningkat menjadi Rp. 1,4 triliun pada periode Juni 2006. Ini
mengindikasikan bahwa perbankan pada umumnya menganggap prospek
pembiayaan di Sul-Sel berarti cukup menjanjikan. Jika ditelaah secara parsial, dari sisi
4sumber, rupanya dana yang terbanyak diserap adalah bersumber dari dari dana
tabungan, kemudian dana simpanan berjangka, baru deposito giro. Sedangkan alokasi
distribusi kredit tampaknya terkonsentrasi pada kredit konsumsi, kemudian modal
kerja, baru kredit investasi.
Hal yang menarik dalam kaitan peran sektor keuangan dan perbankan ini,
adalah besarnya jumlah rasio kredit yang disalurkan untuk sektor UMKM pada
periode triwulan II/2006, yang mencapai 67,5% dari seluruh total kredit perbankan,
yang terdistribusi, atau mencapai nilai Rp. 12,8 triliun lebih, dimana secara nasional
hal itu hanya lebih 50%. Dimana kredit tersebut terkonsentrasi pada kredit modal
kerja, kredit investasi, baru kredit konsumsi, yang terbanyak digunakan mulai oleh
sektor Perdagangan, hotel dan restoran, kemudian sektor Pertanian, serta Sektor jasa
lainnya.
Terakhir. Tergambar bahwa terlepas dengan pro dan kontra tentang peran
pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi di Sulawesi selatan, namun yang
jelas tampak bahwa perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan telah berkembang
cukup baik. Kondisi ini diyakini akan lebih baik lagi, sekiranya ke depan para stake
holders melakukan suatu komunikasi aktif dan terencana dengan mensinerginak
program atau rencana-rencana kegiatan ekonomi mereka. Hal ini seharusnya bisa
terlaksana, jika pemerintah daerah bertindak sebagai pengayom para stake holder
lainnya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, karena jika tidak, maka
sebenarnya pembanguan berlangsung bisa dikatakan bukan karena arahan kebijakan
pemerintah, tapi ekonomi berjalan sesuai kondisinya sendiri.
Sehingga jika kondisi ini dibiarkan terus, maka akan berdampak kurang baik
bagi citra pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Jadi sudah saatnya pemerintah menyertakan para stake holders untuk membicarakan,
membahas dan menyususn rencana pembangunan ekonomi daerah ini secara
bersama-sama untuk menyongsong tahun 2007, jika tidak ingin tertinggal dengan
capaian-capaian pembangunan yang dilakukan daerah lainnya, karena
pemerintahnya sangat dinamis dan aktif menyertakan para owners pembangunan,
yakni stake holders dalam setiap kebijakan yang direncanakan dan akan dilaksanakan,
sekurang-kurangnya dalam bentuk komunikasi aktif dan terencana.
